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NO. JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR
12. | Transtusi Darah 1. Kebutuhan darahbagi ~ |1. 100 % terpenuhi
selizp pelayanan transfusi
|2. Kejadian Reaksi transfusi |2, 50,01%
13. | Pelayanan GAKIN Pelayanan terhadap pasien | 100% terlayani
GAKIN yang datang ke RS
pada seliap unit pelayanan
14. | Rekam Medk 1. Kelengkapan pengisian |1 100%
rekam medk 24 jam
selelah selesai pelayanan
2. Kelengkapan Informed |2, 100%
Concent setelah
mendapatkan informasi
yang jelas
3. Wakiu penyediaan 3 S 10 menit
dokumen rekam medik
pelayanan rawal jalan
4. Wakiu penyediaan 4. 515 menit
dokumen rekam medik
pelayanan rawat inap
15. | Pengelolaan Limbah 1. Baku mutu imbah cair 1. 2 BOD <30 mg!
5.COD < 80 mg/l
©.TSS <30 mgl
dPHES
2. Pengelolaan lmbah padal | 2. 100 %
infeksius sesuai dengan
aturan
16. | Admiistrasi danmanajemen  |1. Tindak lanjut penyelesaian |1. 100%
hasil pertemuan direksi
2. Kelengkapan laporan 2 0%
akuntabiltas kinerfa
3. Kelepalan wakiu 3 10%
pengusulan kenakan
pangkat
4. Kelepan Wakiu 4 100%
pengurusan gail berkala
5. Karyawan yang mendapat |5. 260 %
pelatihan minimal 20 jam
setahun
6. Cost recovery 6 240%
7. Ketepatan wakiu 7. 100%
penyusunan laporan
keuangan
5. Kecepatan wakiu 5 s2jam
pemberian informasi
tentang taghan pasien
rawat inap
9. Kelepatan wakiu o 100%

pemberian imbalan
(insenti) sesuai
kesepakalan wakiu
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NO. JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR
17. | Ambulance/Kereta Jenazah Wakiu pelayanan 1. 24jam
‘ambulance/Kereta jenazah
Kecepatanmemberkan |2 < 230menit
pelayanan
‘ambulance/Kereta jenazah
dirumah sakit
Response time pelayanan |3,  (?) Sesuai kelentuan daerah
‘ambulance oleh I}
masyarakal yang
membutuhkan
18. | Pemulasaraan Jenazah Wakiutanggap (response | 52 Jam
time) pelayanan
pemulasaraan jenazah
19. | Pelayanan pemeiharaan Kecepatan wakiu S80%
sarana rumah sakit menanggapi kerusakan
aat
Ketepatan wakiu 100%
pemelharaan alat
Peralatan laboralorium dan | 100%
alat kur yang digunakan
dalam pelayanan
terkalibrasi lepat wakiu
sesuai dengan ketentuan
Kalbrasi
20. | Pelayanan Laundry Tidak adanya kejadian 100%
linen yang filang
Ketepatan wakiu 100%
penyediaan lnen untuk.
ruang rawat inap
21. | Pencegahan dan Ada anggota Tim PPl yang | Anggota Tim PPI yang terlatih

pengendalian infeksi (PPI)

terlatih

Tersedia APD di sefiap
instalasi departemen

Kegiatan pencatatan dan
pelaporan infeksi
nosokomial /HAI (Health
Care Associated Infection)
diRS (min 1 parameter)

75%

60%

75%
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BAB IV
PERAN PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATENIKOTA

Peran Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Rumah Sakit adalah sebagai beriku :

Pengorganisasian:

a. Gubernur/BupatiWalikota bertanggungjawab  dalam  penyelenggaraan
pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan  Minimal yang
dilaksanakan oleh Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. Penyelenggaraan pelayanan rumah sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal
sebagaimana dimaksud dalam butir a secara operasional dikoordinasikan
oleh Dinas Kesehatan ProvinsiKabupaten/Kota

Pelaksanaan dan Pembinaan
a. Rumah Sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan
Standar Pelayanan Minimal yang disusun dan disahkan oleh Kepala Daerah

b. Pemerintah Daerah wajio menyediakan sumber daya yang dibutuhkan
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal

c. Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi_penyelenggaraan
pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal dan mekanisme
kerjasama antar daerah kabupatenvkota

d. Fasiltasi dimaksud butr a dalam bentuk pemberian standar teknis.pedoman,

bimbingan teknis, pelatihan, meliputi:

1). Perhitingan _kebutuhan Pelayanan rumah sakit sesuai Standar
Pelayanan Minimal

2). Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM

3). Penilaian pengukuran kineria

4). Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan
standar pelayanan minmal rumah sakit

Pengawasan

a. GubernurBupatiwalikota  melaksanakan  pengawasan  dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan minimal
rumahsakit di daerah masing-masing

b. Gubernur/BupatiWalikota menyampaikan laporan pencapaian  kinerja
pelayanan rumahsakit sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan
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BABV
PENUTUP

Standar pelayanan minimal rumah sakit pada hakekatnya merupakan jenis-
jenis pelayanan rumah sakit yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahpemerintah
provinsi/pemerintah kabupaten/kota dengan standar kinerja yang ditetapkan. Namun
demikian mengingat kondisi masing-masing daerah yang terkait dengan sumber daya
yang tidak merata maka diperlukan pentahapan dalam pelaksanaan SPM oleh
masing-masing daerah sejak ditetapkan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012,
sesual dengan kondisi/perkembangan kapasitas daerah. Mengingat SPM sebagai hak
konstitusional maka seyogyanya SPM menjadi prioritas dalam perencanaan dan
penganggaran daerzh

Dengan disusunnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit diharapkan
dapat membantu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di rumah sakit,
SPM ini dapat dijadikan acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur terkait dalam
melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan sefiap jenis pelayanan.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Buku SPM ini akan ditetapkan
kemudian sesuai dengan ketentuan yang beriaku.
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Menimbang

Mengingat

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 129/Menkes/SK/1/2008

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

bahwa dengan berlakunya Otonomi Daerah, maka kesehatan
merupakan salah satu bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan
oleh  Kabupaten/Kota. Hal ini berari bahwa Pemerintah
Kabupaten/Kota ~ bertanggung  jawab  sepenuhnya  dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan
derajad kesehatan masayarakat diwilayahnya;

bahwa Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang
memberikan pelayanan kesehatan kepada mayarakat memiliki
peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan
derajatkesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit
dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan
standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat;

dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka
perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan _standar _pelayanan
minimal Rumah Sakit yang wajib dimiki oleh Rumah Sak.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
b, dan ¢ di atas dperlukan Suatu Standar Pelayanan Minimal
Rumah Sakit yang ditetapkan chegan Keputusan Menteri
Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
(embaran negara Rl Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3495);

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 fentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
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Menetapkan :

Kesatu
Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Repubiik Indonesia  Nomor
159b/Menkes/SK/Per/ll/1988 tentang Rumah Saki;

10.Peraturan  Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
749a/Menkes/SK/Per/XI/1989 tentang Rekam Medis / Medical
Report;

11.Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor
1575/Menkes/SK/Per/I2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT

: Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sebagaimana tercantum
dalam lampiran ini

: Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi Rumah
Sakit dalam menjamin pelaksanaan pelayanan kesehatan.

 Setiap Rumah Sakit agar menyesuaikan dengan Standar Pelayanan
Minimal ini dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Keputusan ini
ditetapkan.

+ Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Jakarta
Padatanggal : 6 Februari 2008

MENTERI KESEHATAN RI,

o

DR. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K)
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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Sejalan dengan amanat Pasal 28 H, ayat ( ) perubahan Undang — undang
Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap
orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat
(3) dinyatakan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan fasiltas pelayanan umum yang layak.

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas perayanan kesehatan perorangan
merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam
mendukung_penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran pelayanan
kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristi dan organisasi yang sangat
Kompleks.

Berbagai jens tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam,
berinteraksi satu sama lain. llmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang
berkembang sangat pesat yang perlu dikuti oleh tenaga kesehatan dalam
rangka pemberian pelayanan yang bemutu standar, membuat semakin
kompleksnya permasalahan di rumah sakit. Pada hakekainya rumah sakit
berfungsi sebagai tempat penyembunan penyakit dan pemulihan kesehatan.
Fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan
tanggung jawab pemerintah dalam ~meningkatkan taraf - keejahteraan
mesyarakat.

Peraturan_Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal BAB | ayat 6
menyatakan : Standar pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
unusan wajlb daerah yang berhak diperoleh Setiap warga negara secara
minimal. Ayat 7. Indikator SPM adalah tolak ukur untuk prestasi kuantitatif dan
kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak
dipenuh didalarn pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil
dan atau manfaat pelayanan.

Ayat 8. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan
mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam  kehidupan sosial
‘ekonomi dan pemerintahan

Dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 PP Rl No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan standar
pelayanan minimal adalah tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah

MAKSUD DAN TUJUAN
Standar pelayanan minimal ini dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi
daerah dalam melaksanakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian serta
pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan
minimal rumah sakit. Standar pelayanan minimal ini bertujuan untuk
menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran
atau satuan rujukan, target nasional untuk tahun 2007 sampai dengan tahun
2012, cara perhitungan / rumus / pembilangan penyebut / standar / satuan
pencapaian kinerja dan sumber data.
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PENGERTIAN
Umum:
1. Standar Pelayanan Minimal:
adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara
minimal. Juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan
minimur yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyaraka.

2. Rumah Sakit:
adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kurative dan rehabilitatif
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Definisi Operasional:

1. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberian oleh Rumah
Sakit kepada masyarakat.

2. Mutu Pelayanan adalah

3. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian
terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektivtas, efisiensi,
keselamatan dan keamanan kenyamanan, kesinambungan pelayanan
kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasarkan standa WHO.

4. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu
organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau
barang kepada pelanggan.

5. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan
pengukuran terhadap perubahan yang terjai dari wakiu ke waktu atau tolak
ukur prestasi kuantitatif / kualitatif yang digunakan untuk mengukur
terjadinya perubahane terhadap besaran farget atau standar yang telah
ditetapkan sebelumnya.

6. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan
sesuatu yang harus dicapai

7. Definisi operasional: dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari
indikator

8. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari
sumber data untuk tiap indikator

9. Periode analisis adalah rentang waklu pelaksanaan kajian terhadap
indikator kinerja yang dikumpulkan

10. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam
rumus indikator kinerja

11. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam
rumus indikator kinerja

12. Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa
dicapai

13. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan
dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan




image14.jpeg
D. PRINSIP PENYUSUPAN DAN PENETAPAN SPM
Di dalam menyusun SPM telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.

Konsensus, berdasarkan kesepakatan bersama berbagai komponen atau
sektor terkait dar unsur-unsur kesehatan dan departemen terkait yang secara
finci terlampir dalam daftar tim penyusun;

Sederhana, SPM disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan
dipahami;

Nyata, SPM disusun dengan memperhatikan dimensi ruang, waktu dan
persyaratan atau prosedur teknis:

Terukur, seluruh indikator dan standar di dalam SPM dapat diukur baik
kualitatif ataupun kuantitatif;

Terbuka, SPM dapat diakses oleh seluruh warga atau lapisan masyarakat:
Terjangkau, SPM dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya dan
dana yang tersedia;

Akuntabel, SPM dapat dipertanggung gugatkan kepada publik;

Bertahap, SPM mengikuti perkembangan kebutuhan dan  kemampun
keuangan, kelembagaan dan personil dalam pencapaian SPM

E. LANDASAN HUKUM

aswmpa

12.

13.

14,

15.

16.

18.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, tentang Kesehatan,
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor | tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,,
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang program Pembangunan
Nasional tahun 2000 - 2005,

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang
Kewenanga Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah
Otonom,

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2003 tentang
pedoman organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2001No.
14, tambahan lembaran negara No. 42621)

Peraturan Pemerinth Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Rl sebagaimana
telah beberapa kali diiubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 62
Tahun 2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 tahun 2004
tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik,

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 61 / Menkes/ SK //2004 tentang
Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di
Propinsi, Kabupaten/ Kota dan Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 / MenKes/SK/ Iil/ 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Yang
Waiib Dilaksanakan Daerah

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/ Menkes/ SK / Il /2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petuniuk Teknis
tentang penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal,
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BABIIl

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dalam pedoman ini meliputi jenis-jenis
pelayanan indikator dan standar pencapaiain kinerja pelayanan rumah sakit

A Jenis - jenis pelayanan rumah sakit
Jenis - jenis pelayanan umah sakit yang minimal waiib disediakan oleh rumah
sakit meliputi :

1. Pelayanan gawat darurat

2. Pelayanan rawat jalan

3. Pelayanan rawat inap

4. Pelayanan bedah

5. Pelayanan persalinan dan perinatologi
6. Pelayanan intensif

7. Pelayanan radiologi

8. Pelayanan laboratorium patologi Kiinik
9. Pelayanan rehabilitasi medik

10. Pelayanan famasi

11. Pelayanan gizi

12. Pelayanan transfusi darah

13, Pelayanan keluarga miskin

14. Pelayanan rekam medis

15. Pengelolaan limbah

16. Pelayanan administrasi manajemen
17. Pelayanan ambulans/kereta jenazah
18. Pelayanan pemulasaraan jenazah

19, Pelayanan laundry

20. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit
21. Pencegah Pengendalian Infeksi

B. SPM setiap jenis pelayanan, Indikator dan Standar
Adapun Standar Pelayanan minimal untuk setiap pelayanan, indicator dan
standar dapat dilihat pada lampiran 1. Semnetara rinciannya dapat diliat pada
lampiran 2
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LAMPIRAN 1

SPM setiap jenis pelayanan, Indikator dan Standar

NO. JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR
1| Gawal Darural 7. Kemampuan menangani |1, 100%
life Saving anak dan
devasa
2. Jam buka Pelayanan 2 24am
‘Gawal Darurat

3. Pemberi pelayanan gawal |3, 100%
darurat yang bersertiikat
yang masih berlaku
BLSPPGDIGELS/ALS

4. Ketersediaan tim 4. Sawtim
penanggulangan bencana

5. Wakiutanggap pelayanan |5 < lima meni terlayani,
Dokter di Gawat Darurat selelah pasien datang

6. Kepuasan Pelanggan 6 270%

7. Kematian pasien<24Jam |7. < dua per seribu (pindah ke
pelayanan rawa inap

selelah 8 jam)

8 Khususuntuk RS Jwa |8 100%
pasien dapat ditenangkan
dalam waktu s 48 Jam

9. Tidak adanya pasien yang 9. 100%
dharuskan membayar
| uang muka
2| Rawatjaln 1. Dokler pemberi Pelayanan | 1. 100 % Doker Spesialis
di Polikink Spesialis

2. Kelersediaan Pelayanan | 2.
a Kink Anak

b, Kiimik Penyaki dalam

c. Kink Kebidanan

4 Kink Bedah

3. Ketersediaan Pelayanandi | 3.
RS Jiva Anak Remaja
NAPZA
‘Gangguan Psikotk
Gangguan
Neuratik
Mental Retardasi
MentalOrganik
Usial anjut

4. Jam buka pelayanan 4. 08.005/d13.00
Setiap har kerja kecuall Jumat
08.00- 11.00

5. Wakiu tunggu di rawat jalan | 5. % 60 menit
6. Kepuasan Pelanggan 6 200%

7.a. Penegakan dagnosis TB | 7. a. 260 %
melalui pomeriksaan
miroskop TB
b Terlaksananya kegiatan b.560%
pencatatan dan
pelaporan T8 di RS
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NO. JENIS PELAYANAN

3 | Rawatlnap

B

INDIKATOR

Pemberi pelayanan di
RawatInap

Dokter penanggung jawab
pasien rawat inap

Ketersediaan Pelayanan
RawatInap

Jam Visile Dokler Spesialis

Kejadian infeksi pasca
operasi

Kejadian Infeksi
Nosokomial

Tidak adanya kejadian
pasien jatuh yang
berakibat kecacatan /
kematian

Kematian pasien > 48 jam

9. Kefadian pulang paksa

10. Kepuasan pelanggan

11. Rawat Inap T8

a.Penegakan diagnosis
T8 melalui pemerksaan
miroskopis TB

b. Terlaksanana kegiatan
pencatatan dan
pelaporan T8 di Rumah
Sakit

12. Ketersediaan pelayanan

rawat inap di rumah sakit
yang memberikan
pelayanan jiwa

13. Tidak adanya kejadian

kematian pasien gangguan
jiwa karena bunuh dir

14. Kejadian re-admission

pasien gangguan jiwa

dalam wakiu 1 bulan

15. Lama hari perawatan

Pasien gangguan jiwa

B

o

STANDAR

a.Dr. Spesialis
b. Perawat minimal
pendidian D3

100%

a Ansk

b Penyaki Dalam
c. Kebidan

d. Bedah

08.005/d 14.0
seiap hari kerja
S15%

S15%

100%

5024%

s5%

10.290%

11

a 260%
b 260%

12.NAPZA, Gangguan

Psikolik, Gangguan Nerotik,
dan Gangguan Mental
Organik

13.100%

14.100%

15.5 6 minggu
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NO.

Z

JENIS PELAYANAN
| Bedah Seniral (Bedah saja)

INDIKATOR

Wakiu funggu operasi
elekif

Kejadian Kematian di meja
operasi

Tidak adanya kejadian
operasi salah sisi

Tidak adanya kejadian
opersi salah orang

Tidak adanya kejadian
salah tindakan pada
operasi

Tidak adanya kejadian
tertinggalnya benda
asingllain pada tubuh
pasien sellah operasi

Komplikasi anestesi karena
overdosis, reaksi aneslesi,
dan salah penempatan
anestesi endotracheal tube

STANDAR
1 S2ha

2 s1%

7. s6%

s,

Persalinan, perinatologi
(kecual umah sakitkhusus di
luar rumah sakit ibu dan anak)

Kejadian kematian ibu
karena persalinan

Pemberi pelayanan
persalinan normal

Pemberi pelayanan
persalinan dengan penyult

Pemberi pelayanan
persalinan dengan
tindakan operasi

Kemampuan menangani
BBLR 1500 gr - 2500 gr

Pertolongan persalinan
melalui seksio cesaria

Keluarga Berencana

a. Presentase KB
(vasektomi & tubektomi)
yang diakukan oleh
tenaga Kompeten
dr.8p.0g, dr.Sp.B,
ar.Sp.U, dr.umum
terlatih

b Presentse peserta KB
mantap yang mendapat
Konseling KB mantap
bidan teratih

Kepuasan Pelanggan

1. 2 Perdarahan s 1%
b. Pre-eklampsia s 30 %
c.Sepsis 50,2 %

2.2 Dokler Sp.0G
b. Dokler umum terlatih
(Asuhan Persaiinan
Normal)
<. Bidan
3. Tim PONEK yang terlatih
4.2 Dokler Sp.0G
b. Dokler SpA
. Dokler Sp.An

5.100%

6.520%

7.100%

8.280%
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NO. JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR
& Intensi 1. Rala rala pasien yang 153%
kembali ke perawatan
intensif dengan kasus yang
sama <72 jam
2. Pemberipelayanan Unit | 2. & Dokler Sp.Anestesi dan
Intensit dokter spesials sesuai
dengan kasus yang
ditangani
b. 100 % Perawat minimal
D3 dengan serifkat
Perawal mahir ICU /
setara (D4)
7. | Radologl 7. Wakiu tunggu hasil T =3jam
pelayanan thorax foto
2. pelaksana ekspertsi 2. Dokler SpRad
3. Kejadian kegagalan 3. Kerusakanfolo 2 %
pelayanan Ronigen
4._Kepuasan pelanggan 4 280%
& | Lab. Patologi Kiink 1. Wakiutunggu hasil 1. 5140 menit
pelayanan laboratorium. Kimia darah & darah rutin
2. Pelaksana ekspertisi 2. Dokter SpPK.
3. Tidak adanyakesalshan 3. 100%
‘pemberian hasil pemeriksa
Iaboratorium
4. Kepuasan pelanggan 4. 280%
o | Rehabiltasi Medk 1. Kejadian Drop Outpasien |1. $50%
terhadap pelayanan
Rehabiltasi Medik yang di
rencanakan
2. Tdsk adanyakejadan |2 100%
kesalahan tindakan
rehabiltasi med
3. Kepuasan Pelanggan 3 280%
10. | Farmasi 1. waktu tunggu pelayanan | 1. a. 5 30 menit
a. ObatJad 5.5 60 menit
b. Rackan
2. Tidak adanyaKejadan | 2.100%
Kesalahan pernberian obat
3. Kepuasan pelanggan 3.280%
4. Penulisan resep sesuai | 4.100 %
formularium
1. | o 1. Ketepatan wakiu 1200%
pemberian makanan
kepada pasien
2. Sisamakananyanglidsk |2 $20%
termakan oleh pasien
3. Tidsk adanyakejadan |3 100%

kesalahan pemberian diet





